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ementerian Pen ·­
dikan Kebudayaan 
Riset dan Teknolo­
gi (Kemendikbud­
ristek) sedang da­
lam proses menga-
jukan rancangan 

Undang-Undang Sistem Pendi­
dikanNasional(RUUSisdiknas) 
2022. Rancangan undang-un­
dang terse but merupakan per­
ubahan atas tiga undang-un­
dang pendidikan, yaitu UU No­
mor20Tahun2003tentangSis­
tern Pendidikan Nasional, UU 
Nomor 14 Tahun 2005 ten tang 
Guru dan Dosen, serta UU 
Nomor 12 Tahun 2012 ten tang 
Perguruan Tinggi. Untuk men­
dapatkan masukan masyara­
kat, Kemendikbudristek me­
ngadakan diskusi terpumpun 
secara'daring. Banyakkalangan 
menilai diskusi terpumpun ha­
nyalah formalitas untukmeme­
nuhi persyaratan penyusunan 
undang-undang. Waktu yang 
tersedia dan kalangan yang di­
undang sangat terbatas. Ideal­
nya, Kemendikbudristek meli­
batkansebanyakmungkinkala­
ngan masyarakat dengan ber­
bagai perbedaan latar belakang 
sehingga dapat memberikan 
masukan yang komprehensif. 
M_asukan tidak terbatas dari or­
ganisasi penyelenggara pendi­
dikan, tetapi juga bisa dari 
individu, pakar pendidikan, 
media massa, bahkan juga dari 
mur:id dan mahasiswa sebagai 
userpendidikan. 

Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah; 
Sekretaris Umum 

pp Muhammadiyah 

Rancangan Undang-Un- sebagai solusi ketika 
dang Sisdiknas 2022 terdiri atas Pemerintah Belandame­
XIX bab/155 pasal, jauh lebih nolak dimasukkannya 
panjang dibandingkan dengan pendidikan agama di se­
tiga undang-undang sebelum- kolah Belanda dan tidak 
nya. Undang-Undang Nomor 4 adanya kajian ilmu mo­
Tahun 1950 terdiri atas XVII demdipesantren. 
bab/30 pasal, UU Nomor 2 Ta- Madrasah merupakan 
hun1989terdiriatasXXbab/59 lembaga pendidikan yang sa­
pasal, dan UU Nomor 20 Tahun ngatbesar.Menurutdatapokok 
2003 terdiri atas XXII bab/77 pendidikan (Mei 2021), terda­

pasal. Dalam RUU Sisdiknas pat 276.076 satuan pendidikan 
2022 tidak terdapat pasal yang sekolah/madrasah. Terdapat 
tnenyebutkan tentangmadra- 222.147 (80.47%) sekolahdan 
sah. Tidak adanya ketentuan 53.929 (19.53%) madrasah. 
ten tang madrasah dapat me- Pada masa awal, sistem pen­
nimbulkan masalah pendidik- didikan di Indonesia "terbelah" 
an yang serius. ( dikotomi) an tara sistem pendi­

Eksistensi Madrasah 
Secara historis, lembaga 

pendidikan madrasah mulai 
eksis dalam dunia Islam pada 
abadke-11 dan 12M (5 H) pada 
masa Dinasti Bani Seljuk. Ni­
zam al-Mulk, wazir Bani Seljuk, 
mendirikan Madrasah Niza­
miyah di Baghdad. Di Indone­
sia, lembaga pendidikanmadra­
sah mulai berkembang pada 
awal abad ke-20 seiring berdi­
rinya organisasi dan gerakan 
Islam seperti Muhammadiyah, 
Nahdlatul Ulama, dan lainnya. 
KH Ahmad Dahlan mendirikan 
Madrasah Qismul Arqa di 
Jogjakarta pada 1918 se­
bagai cikal bakal Madra­
sah Muallimin/Mualli­
mat Muhammadiyah. • 
Sistem pendidikan ma­
drasah dikembangkan • • 

dikan "sekolah" dan "madrasah". 
Dikotomi sistem sekolah dan 
madrasahsebagian berakarpada 
Undang-Undang Nomor 4 Ta­
hun 1950 yang hanya mengatur 
pendidikan dan pengajaran di 
sekolah. Lulusan sekolah tidak 
dapat melanjutkan studi ke 
jenjang lebih tinggi dan mutasi 
ke madrasah dansebaliknya. Di­
kotomi itu menimbulkan s'egre­
gasisosialantaralulusansekolah 
danmadrasah. 

Dikotomi pendidikan seko­
lahdanmadrasahsedikitberku­
rang sejakditerbitkan Surat Ke­
putusan Bersama menteri Aga­
ma, Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan, dan Menteri Da­
lam Negeri (SKB 3 Menteri) pa-

da 1975. Di dalam SKB 3 Men­
teri disebutkan bahwa lulusan 
madrasah dapat melanjutkan 
kejenjangyanglebih tinggi_dan 
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mutasi ke sekolah. Kurikulum 
madrasah berubah: 70% agama 
dan 30% urn urn. Ijazah madra­
sah setara a tau sama keduduk­
annya dengan sekolah. 

Meskipun demikian, masa­
lah dikotomi belum dapat dihi­
langkan. Undang-Undang No­
mor 2 Tahun 1989 sama sekali 
tidak memasukkan madrasah. 
Di dalam undang-undangterse­
'but satuan pendidikan terdiri 
atas sekolah dan luar sekolah. 
Secara perlahan, madrasah 
"berubah" menjadi sekolah. 
Madrasah disebut sekolah 
urn urn bercirikhas agama Islam 
dengan kurikulum 89% studi 
urn urn dan 11% studi agama. 

Eksistensi pendidiKan ma­
drasah semakin kuat setelah di­
undangkan Undang-Undang 

N asional (BASNAS). Perhedaan 
lemhaga akreditasi herdampak 
pada penilaian mutu yang her­
heda. Akreditasi sekolah dan 
madrasah oleh BAN-S/M dapat 
memherikaninformasi ten tang 
mutu danakuntahilitas layanan 
pendidikan. Peringkat Akredi-
t~si U nggul di Sekolah sama de­
ngan UngguldiMadrasah. 

lntegrasi 
Pendidikan Nasional 

Undang-Undang 
Dasar 1945 Pasal31 (2) 

mengamanatkan 
kepada pemerin-

Nomor 20 Tahun 2003. Madra- I.~!!J!!\!!P 
sah disehutkan bersamaan de-

tah untuk me­
nyelenggara­
kan satu sis~ 
tern pendi­
dikan nasio­
nal. Pendidik­
an nasional 

ngan sekolah sehagai hentuk 
pendidikan formal. Pendidikan 
anak usia dini herhentuk taman 
kanak-kanak (TK), raudatul 
atfal (RA), a tau hentuklain yang 
sederajat (Pasal28 [3]). Pendi­
dikan dasar herhentuk sekolah 
dasar (SD) dan madrasah ihti­
daiah (MI), sekolah menengah 
pertama (SMP), dan madrasah 
tsanawiah (MTs) atau hentuk 
lain yang sederajat (Pasal 17 
[2]). Pendidikanmenengahher­
hentuk sekolah menengah atas 
(SMA), madrasah aliyah (MA), 
sekolah menengah kejuruan 

(SMK),madrasahaliy_.ilikejuru­
an (MAK), dan hentuklain yang 
sederajat (Pasal18 [3]). 

Sejak pemberlakuan Un­
dang-Undang Nomor 20 Tahun 
2003 dikotomi sistem sekolah 
dan madrasah relatif dapat 
diakhiri. 

Ujian Nasional (UN) madra­
sah sama dengan sekolah. De­
mikian halnya dengan akredi­
tasi. Sejak Peraturan Pemerin­
tah Nomor 19 Tahun 2005 her­
laku, sekolah dan madrasah di­
akreditasiolehsatulembagaBa­
danAkreditasi Sekolah/Madra­
sah (BAN-S/M). Sehelumnya 
akreditasi madrasah oleh De­
J:lan Akreditasi Madrasah 
(DAM) dan akreditasi sekolah 
oleh Badan 'Akreditasi Sekolah 

yang integra­
tit mulai terwujud sejak diher­
lakukan Undang-Undang No­
mor 20 Tahun 2003. Akan te­
tapi, integrasi tersehut kemhali 
memudar seiring penetapan 
Undang-Undang Nomor 22 I a­
hun 1999 ten tang Pemerintah 
Daerah. 

Secara kelemhagaan, seko­
lah dan madrasah memiliki 
"orang tua" yang berheda. Pasal 
7 (1) Undang-Undang Nomor 
22 Tahun 1999 menyehutkan 
Pemerintah Daerah memiliki 
kewenangan dalam seluruh hi­
dang pemerintahan, kecuali 
kewenangan dalam hi dang po­
litikluar negeri, pertahananke­
amanan, peradilan, moneter 
dan fiskal, agatna, dan kewena­
ngan pada hidang lain. Sekolah 
di hawah pemhinaan Kemen­
dikhudristek dan Dinas Pendi-

dikan Daerah, sedangkan ma­
drasahdi hawah pemhinaanKe­
menterian Agama. Keterbatas­
an dana di KementerianAgama 
dan lembaga pendidikan ma­
drasah yang sehagian hesar 
swasta memhuat kualitas ma­
drasah relatif tertinggal dari 
sekolah. 

Rancangan Undang-Un­
dang Sisdiknas 2022 sama se­
kali tidak memasukkan madra­
sah. Tidak ada madrasah dalam 

pasal-pasalmengenai jenis,jen­
jang, dan jalurpendidikanseha­
gaimana Undang-UndangNo­
mor 20 Tahun 2003. Tidak ada­
nya madrasah dalam Rancang­
an Undang-Undang Sisdiknas 
2022 dikhawatirkan menim­
hulkan beherapa masalah. Per­
tama, dikotomi sistem pendi­
dikan nasional. Hal ini jelas her­
tentangandengan Undang-Un­
dang Dasar 1945 yang meng­
hendakiadanyaintegrasipen­
didikan dalam satu sistem pen­
didikan nasional. Kedua, masa­
lah kesenjangan mutu pendi­
dikan. Tidak adanya madrasah 
dapat menjadi alasan hagi Pe­
merintah Pusat (Kemendik­
hudristek) dan Pemerintah 
Daerah untuk tidak memhantu 
a tau mengalokasikan anggaran 
pemhinaan madrasah. Ketiga, 
dikotomi pendidikan nasional­
jika tidakdikeloladenganseksa­
ma-berpotensimenimhulkan 
masalah disintegrasi han gsa. 

Terkait dengan Raricangan 
Undang-Undang Sisdiknas 
2022 sangat pentingmemasuk­
kanmadrasahsehagaimana Un­
dang-Undang Nomor 20 Tahun 
2003. Hal ini sejalan dengan tu­
juan dihentuknya negara Indo­
nesia untuk mencerdaskan ke­
hidupan hangsa dan memaju­
kan kesejahteraan umum. Stra­
tegi yang paling utama adalah 
dengan penyelenggaraan pendi­
dikan yang hermutu melalui la­
yanan sistem pendidikan seko­
lah dan madrasah yang her­
mutu. Secarakualitasmutupen­
didikan madrasah masih relatif 
tertinggal dihandingkan seko­
lah. Masalah ini tidak holeh di­
ahaikan. Idealnya, administrasi 
dan pemhinaan pendidikan her­
ada di hawah satu kementerian 
yaitu Kemendikhudristek. Ka­
rena itu, sekali lagi, madrasah 
perlu dimasukkan dalam Uq­
dang-Undang Sisdiknas. Me­
mang helum semua pihak se­
tuju. Tetapi, wacana i~erlu 
menjadikaji_an bersama.C 


